
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
BUPATI LABUHANBATU SELATAN 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

NOMOR 2 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LABUHANBATU SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 

 

SALINAN 



 

 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322); 

 



 

 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Perturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1425); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali 

Terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 
45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati 
Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.  
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 
dan 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 
 

Pasal 1 

 
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan 

Keuangan yang meliputi : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 
d. Laporan Operasional;  
e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas telah 

dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). 

 
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan 

usaha milik daerah/perusahaan daerah. 
 
 

 



 

 

Pasal 2 
 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut : 

a. Pendapatan…… Rp. 861.754.899.294,60 
b. Belanja………… Rp. 832.891.171.092,68 

Surplus/defisit…… Rp. 28.863.728.201,92 

 c. Pembiayaan  
- Penerimaan… Rp. 74.394.348.641,02 
- Pengeluaran… Rp. 2.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto…… Rp. 72.394.348.641,02 
 

Pasal 3 
 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai berikut : 
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp.20.193.151.476,40 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran pendapatan  Rp. 881.948.050.771,00 
b. Realisasi Rp. 861.754.899.294,60 

  Selisih lebih / (kurang) Rp. 20.193.151.476,40 
 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp.121.451.228.319,32 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran belanja  Rp. 954.342.399.412,00 

b. Realisasi Rp. 832.891.171.092,68 
  Selisih lebih / (kurang) Rp. 121.451.228.319,32 

 
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp.101.258.076.842,92 dengan rincian sebagai berikut.: 
a. Surplus/(defisit)  (Rp. 72.394.348.641,00) 

b. Realisasi Rp. 28.863.728.201,92 
  Selisih lebih / (kurang) Rp. 101.258.076.842,92 

 
(4) Selisih anggaran dengan penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp.0,02 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan   Rp. 74.394.348.641,00 
b. Realisasi  Rp. 74.394.348.641,02 

  Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,02 
 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan  Rp. 2.000.000.000,00 
b. Realisasi Rp. 2.000.000.000,00 

  Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00 
 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp.0,02 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran pembiayaan netto  Rp. 72.394.348.641,00 

b. Realisasi Rp. 72.394.348.641,02 
  Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,02 

 
Pasal 4 

 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 
2020 sebagai berikut : 
a. Jumlah aset Rp. 1.626.146.452.440,19 

b. Jumlah kewajiban Rp. 19.998.775.307,00 
c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.626.146.452.440,19 



 

 

 
Pasal 5 

 
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 
sebagai berikut : 
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020 Rp. 74.533.554.105,02 

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 164.881.536.467,60 
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp. 138.017.808.265,68) 
 Non Keuangan. 

d. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. 0,00 
 pembiayaan 

e. Arus kas bersih dari aktivitas non (Rp. 71.266.746,00) 
 anggaran/transitoris 
f. Saldo akhir kas per 31 Desember 2020 Rp. 101.326.015.560,94 

 
Pasal 6 

 
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut : 

  a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 74.394.348.641,02 
b. Penggunaan saldo anggaran lebih Rp. 74.394.348.641,02 
c. Sisa lebih/Kurang pembiayaan anggaran Rp. 101.258.076.842,94 

 tahun berjalan 
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun Rp. 0,00 

 sebelumnya 
e. Lain-lain Rp. 0,00 
f. Saldo anggaran lebih akhir  Rp. 101.258.076.842,94 

 
Pasal 7 

 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e 
tahun anggaran 2020 sebagai berikut : 

  a. Pendapatan-LO Rp. 861.439.324.564,60 
  b. Beban……  Rp. 866.530.318.813,14 

Surplus/defisit-LO. (Rp. 5.090.994.248,54) 

  
Pasal 8 

 
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf f tahun anggaran 2020 sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal Rp. 1.400.232.570.368,71 
b. Surplus / Defisit - LO (Rp. 5.090.994.248,54) 
c. Dampak Kumulatif Perubahan  Rp. 211.006.101.013,02 

 Kebijakan/Kesalahan Mendasar 
d. Ekuitas Akhir Rp. 1.606.147.677.133,19 

 
Pasal 9 

 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf 
g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

Pasal 10 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; 
 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 

urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintah daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program dan kegiatan; 
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan fungsi dalam 
kerangka pengelolaan keuangan negara; 

 Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; 
 Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; 
 Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

 Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 
aset tetap daerah; 

 Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 

aset lainnya; 
 Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya (DPA-L); 

 Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah ;  
 Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah; 
 Lampiran I.13 : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih; 
 Lampiran I.14 : Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana 

Bergulir; 
 Lampiran I.15 : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 
 Lampiran I.16 : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

 Lampiran I.17 : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
 Lampiran I.18 : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

 Lampiran I.19 : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD); 

b. Lampiran II : Neraca; 

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas; 
d. Lampiran IV : Laporan Operasional; 
e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan. 

 
Pasal 11 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

diatur dalam Peraturan Bupati. 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Pasal 12 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

 
Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 27 September 2021 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN, 

 ttd 

 H. EDIMIN 

Diundangkan di Kotapinang 
pada tanggal 27 September 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 

ttd 

HENDRA DERMAWAN SIREGAR 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021 
NOMOR 2 SERI D NOMOR 02 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN       
PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN    
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020 : (2-124/2021) 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

 Y. ARIFIN, SH, MH 
NIP.19810112 201101 1003 


